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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Peningkatan jumlah penduduk di setiap wilayah yang sangat pesat

telah meningkatkan permintaan akan tanah guna keperluan tempat tinggal
dan tempat usaha. Peningkatan permintaan tanah ini tidak diikuti oleh
penyediaan tanah. Hal ini dapat dimengerti karena tanah bukan sumber daya
yang dapat diperbaharui dengan mudah. Mengingat kenyataan bahwa tanah
merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan mengingat
akan pentingnya tanah bagi kehidupan manusia (Erwandi, 2023). Indonesia
sebagai negara agraris memandang penting pengaturan penguasaan tanah,
karena berdasarkan UUD 1945, tanah dikuasai oleh negara dan
dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat,
hal ini disebutkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 negara memiliki
kewenangan atas bumi, air, dan sumber daya alam yang terdapat di
dalamnya serta menggunakannya demi kesejahteraan rakyat seoptimal
mungkin (Prasista dkk., 2022).

Tanah selain mempunyai fungsi bagi pemegang haknya, juga
memiliki fungsi bagi masyarakat yang disebut juga dengan istilah fungsi
sosial, sehingga dalam penggunaan tanah harus memperhatikan dua
kepentingan, yaitu pemegang hak dan kepentingan masyarakat atau sosial.
Kepentingan masyarakat dan kepentingan perseorangan harus saling
mengimbangi agar tercapai tujuan kemakmuran, keadilan, dan kebahagiaan
bagi masyarakat. Tanah yang dikelola tidak boleh menimbulkan kerugian
bagi masyarakat demi terwujudnya keadilan dan kemakmuran bagi
masyarakat (Arsya dkk., 2022).

Di sisi lain, hak atas tanah adalah hak untuk menguasai sebidang
tanah yang dapat dimiliki oleh individu, kelompok, atau badan hukum.
Tanah memiliki peran vital dalam kehidupan, baik sebagai tempat tinggal

maupun investasi yang nilainya terus meningkat. Oleh karena itu, banyak
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orang ingin menguasai dan memiliki tanah seluas-luasnya, hanya saja
penguasaan tanah tersebut tidak diikuti dengan pengusahaan, pemanfaatan
dan penggunaan tanahnya, sehingga terjadi pembiaran atas tanah yang
menyebabkan tanah tidak terawat yang berakibat tanah menjadi terindikasi
telantar bahkan bisa menjadi telantar (Kamal dkk., 2013).

Fenomena tanah telantar ini memberikan dampak negatif bagi
masyarakat luas. Dengan hal ini tanah telantar perlu ditertibkan agar tanah-
tanah yang telantar dapat ditata kembali, dapat dimanfaatkan seoptimal
mungkin untuk kepentingan masyarakat dan negara. Penelantaran tanah
makin menimbulkan kesenjangan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan rakyat
serta menurunkan kualitas lingkungan sehingga perlu pengaturan kembali
penertiban dan pendayagunaan tanah telantar (Konsideran PP No. 11 /2010).
Pada tahun 2021 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor
20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban dan Pendayagunaan Kawasan
dan Tanah Telantar, yang kemudian menjadi acuan dalam penyelesaian
penertiban dan pendayagunaan tanah telantar. Oleh karena itu, pemegang
tanah harus berperan secara aktif dalam mengelola, menggunakan, serta
memanfaatkan dan mengusahakan tanahnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) (Yarangga, 2024).

Meskipun dampak yang ditimbulkan sangat merugikan terhadap
masyarakat dan negara, namun nyatanya tanah telantar masih banyak
ditemukan di Indonesia. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Penetapan
Tanah Telantar oleh Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah
dan Ruang (Ditjen PPTR), Indonesia pada tahun 2022 terdapat 6.894,03 Ha,
tanah yang ditetapkan menjadi tanah telantar. Pada tahun 2023, terdapat
peningkatan jumlah angka penetapan tanah telantar sebesar 14.739,17 Ha.
Peningkatan pada tahun 2023 terjadi sebesar 113,80% lebih tinggi dari
tahun sebelumnya. Jumlah tanah telantar kedua tahun tersebut mencapai
21.633,2 Ha. Besarnya jumlah tanah telantar tersebut tidak seluruhnya
ditetapkan menjadi Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN). Berdasarkan
SK Pendayagunaan TCUN 2023, hanya terdapat 15.995,41 Ha tanah yang
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dilakukan pendayagunaan TCUN oleh Ditjen PPTR dan sisa tanah sebesar
5.637,14 Ha hanya baru berpotensi menjadi pendayagunaan TCUN dan
belum ditetapkan untuk dilakukan pendayagunaan TCUN. Tanah-tanah
yang sudah ditetapkan menjadi TCUN maka pemerintah melakukan
pendayagunaan dengan melalui Reforma Agraria sebesar 5.719,48 Ha,
Bank Tanah sebesar 9.169,33 Ha dan Cadangan Negara Lainnya sebesar
1.106,58 Ha (Waskito, 2024)

< c Manahid, o g * LD L@
Bi a
adan Ban_k T h
Persediaan 2022 Persediaan 2024
7.518,01 Ha 639,08 Ha 5,29 Ha 107,33 Ha
Total Persediaan Buton, Sulawesi Tenggara Jember, Jawa Timur Sambas, Kalimantan Barat
1,4 Ha 7,4 Ha 2,7 Ha 3 Ha
Badung, Bali Semarang 2, JawaTengah Minahasa Utara, Sulawesi Utara Bangka, Bangka Belitung
396 Ha 84 Ha 964,98 Ha 3.890 Ha
BengkuluTengah, Bengkulu Sumedang, Jawa Barat Cianjur, Jawa Barat Halmahera Selatan, Maluku Utara
916,4 Ha 494,23 Ha 4,2 Ha 2 Ha
Tepanuli Selatan 1, Sumatera Utara Tapanuli Selatan 2, Sumatera Utara Kendal, Jawa Tengah Badung, Bal

Gambar 1. Aset Persediaan Tanah
Sumber:| Attps://banktanah.id/aset-persediaan-tanah/|Situs Resmi Badan Bank Tanah, 2023

Dari data kasus tanah telantar yang terjadi di Indonesia, hal tersebut
terjadi juga di Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Provinsi Bali.
Peneliti memilih untuk memfokuskan penelitian pada permasalahan tanah
telantar di Kecamatan Kuta Selatan sebagai lokasi penelitian ini setelah
meninjau situs resmi Badan Bank Tanah. Menurut data bank tanah per tahun
2023 ketersediaan tanah di Kabupaten Badung hanya tersedia 2 Ha. Dengan
melihat kondisi tanah di Kabupaten Badung sangat dipengaruhi oleh
perkembangan pariwisata, yang membawa dampak positif dan negatif
terhadap lingkungan, nilai lahan, dan aspek sosial-budaya masyarakat
setempat. Terutama permasalahan tanah telantar di Badung yang tidak
dimanfaatkan bisa menjadi masalah besar. Tanah yang tidak dimanfaatkan
berarti kehilangan peluang untuk menghasilkan keuntungan, baik dari

sektor pertanian, properti, atau pariwisata. Dengan harga tanah yang tinggi
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di Badung, lahan kosong yang dibiarkan begitu saja menjadi potensi yang
terbuang. Di daerah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi seperti Badung,
tanah yang tidak digunakan bisa menjadi hambatan bagi pengembangan
infrastruktur dan fasilitas publik. Padahal, kawasan ini membutuhkan lebih
banyak ruang untuk hunian, usaha, atau fasilitas wisata (Sugi dkk., 2019)

Melihat permasalahan yang terjadi di Kabupaten Badung, lahan
kosong menjadi faktor utama munculnya masalah. Padahal, jika lahan
tersebut dikelola dengan baik, dapat memberikan manfaat baru yang
berguna bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Pemanfaatan lahan
yang optimal dapat mengubah tanah telantar menjadi sumber daya yang
lebih produktif. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan berdasarkan data
terkait tanah telantar di Kabupaten Badung berdasarkan Surat Keputusan
Direktorat Jenderal Pengendalian Dan Penertiban Tanah Dan Ruang Nomor
TL.02.03/803-700/X11/2021 tanggal 31 Desember 2021 Perihal Petunjuk
Pelaksanaan Pasal 20 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2021. Disampaikan bahwa
kegiatan penataan data tanah terindikasi telantar tahun anggaran 2020 telah
selesai dilaksanakan, dengan jumlah tanah terindikasi telantar Kabupaten
Badung sebanyak 711 bidang (Tujuh Ratus Sebelas Bidang) tanah
terindikasi telantar, yang semuanya terletak di Kecamatan Kuta Selatan dan
Kepemilikan Hak Atas Tanah semuanya adalah milik Perseroan Terbatas
(PT).

Dari 711 bidang tanah terindikasi telantar yang hanya terletak di
Kecamatan Kuta Selatan tersebut terbagi menjadi 2 kesimpulan akhir, 622
bidang tanah terindikasi telantar kesimpulannya dipertimbangkan untuk
dikeluarkan dari basis data tanah terindikasi telantar, dan 89 bidang tanah
terindikasi telantar lainnya memiliki akhir kesimpulan ditindaklanjuti
dengan kegiatan penertiban tanah terindikasi telantar. Meninjau dari hasil
kesimpulan yang menjadi fokus peneliti adalah tindak lanjut kegiatan
penertiban tanah telantar terhadap bidang tanah milik PT Citra Lamtoro

Gung Persada yang berlokasi di Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan.
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Bidang tanah tersebut tercatat dalam Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor
517 hingga 522, yang termasuk ke dalam daftar tanah yang terindikasi tidak
dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Dalam proses penertiban tanah
telantar pada tahap peringatan, pemegang hak atas tanah atau PT akan
menerima peringatan pertama jika dalam dua tahun sejak diberikan hak,
tanah tersebut tidak dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Jika setelah
peringatan pertama PT masih belum mengambil tindakan, maka akan
diberikan Surat Peringatan Ke II. Selanjutnya, jika tetap tidak ada upaya
pemanfaatan, Surat Peringatan Ke III atau terakhir akan dikeluarkan. Jika
setelah peringatan ke III PT tetap tidak memanfaatkan tanahnya, maka hak
atas tanah tersebut akan dicabut dan tanah akan ditetapkan sebagai tanah
telantar yang dikuasai oleh negara.

Namun, apabila pihak perusahaan mulai memanfaatkan tanahnya
setelah diterbitkannya surat peringatan III yang seharusnya dilanjutkan
dengan penetapan sebagai tanah telantar, maka situasinya menjadi berbeda.
Dalam hal ini, pemegang hak masih diperbolehkan memanfaatkan
tanahnya, asalkan menyatakan kesediaannya untuk melepaskan sebagian
dari hak atas tanah tersebut. Pejabat yang berwenang dalam penertiban
tanah telantar menetapkan kebijakan pelepasan hak, namun hingga kini
belum terdapat ketentuan yang secara tegas mengatur besaran luas tanah
yang wajib dilepaskan. Penentuan angka tersebut hanya merujuk pada surat
pernyataan dari pemegang hak yang tanahnya telah terindikasi telantar.
Dengan demikian, diperlukan suatu regulasi yang secara lebih jelas
mengatur pemberian sanksi administratif oleh kementerian terkait, yang
disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik pemegang hak. Diharapkan
melalui kebijakan ini, pemerintah dan masyarakat dapat lebih proaktif
dalam mencegah serta menekan angka tanah telantar di Indonesia.

Oleh karena itu, dengan latar belakang masalah tersebut peneliti
dalam hal ini akan melakukan penelitian dengan membuat suatu Proposal
Penelitian mengenai “Kebijakan Pelepasan Hak Atas Tanah Dalam Rangka

Penertiban Tanah Telantar Di Kecamatan Kuta Selatan”
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B. Rumusan Masalah

. Bagaimana proses dari penertiban tanah telantar yang meliputi upaya

kebijakan pelepasan hak atas tanah di Kecamatan Kuta Selatan?

Apa faktor yang melatarbelakangi kebijakan pelepasan hak atas tanah
dalam proses penertiban tanah telantar di Kecamatan Kuta Selatan?
Bagaimana dampak kebijakan pelepasan hak atas tanah tersebut

menurut pendekatan Regulatory Impact Assessment (RIA)?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1.

Mengetahui proses penertiban terhadap kebijakan pelepasan hak atas
tanah di Kecamatan Kuta Selatan.
Mengetahui faktor penyebab terjadinya kebijakan pelepasan hak atas

tanah yang terjadi di Kecamatan Kuta Selatan.

. Mengetahui seberapa efektif kebijakan pelepasan hak atas tanah dalam

menertibkan tanah telantar dengan menggunakan pendekatan

Regulatory Impact Assessment (RIA).

Manfaat dan kegunaan penelitian ini antara lain:

1.

Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperbanyak literatur
tambahan bagi Taruna/Taruni Program Studi Diploma IV Sekolah
Tinggi Pertanahan Nasional di bidang agraria dan diharapkan juga dapat
menambah wawasan bagi pembaca yang nantinya akan berguna
memberikan gambaran yang jelas terkait Problematika Penertiban
Tanah Telantar.
Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengertian
terhadap masyarakat akan pentingnya pemanfaatan serta penggunaan

tanah dengan sebaik-baiknya dan menghindari penelantaran tanah demi
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meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menghindari adanya
sengketa konflik ke depannya. Selain itu, diharapkan juga dapat
memberikan arahan kepada masyarakat agar turut serta memantau atau
mengawasi tanah-tanah di sekitar agar tidak ada lagi penelantaran tanah

dan terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat.
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BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya,

maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.

Proses penertiban tanah telantar di Kecamatan Kuta Selatan dapat
dikatakan cukup rumit dan belum sepenuhnya optimal dalam
pelaksanaannya. Belum optimalnya proses penertiban tanah telantar
bukan hanya dari aspek teknis administratif, tetapi juga dari dinamika
sosial, ekonomi, dan hukum yang menyertai status tanah yang
terindikasi tidak dimanfaatkan. Berdasarkan surat Evaluasi Pendataan
Tanah Terindikasi Telantar Tahun Anggaran 2020, banyak tanah yang
dikuasai oleh Perseroan Terbatas yang tidak kooperatif, serta adanya
konflik kepemilikan antara pemegang hak dan masyarakat adat yang
turut memanfaatkan tanah secara ilegal. Hal ini menyebabkan tahapan
penertiban, mulai dari tahapan evaluasi, pemberitahuan, hingga tiga kali
peringatan oleh Menteri ATR/BPN, berjalan lebih lambat dan
membutuhkan pendekatan ekstra hati-hati.

Kerumitan proses ini memiliki korelasi langsung dengan rendahnya
tingkat kepastian hukum dalam penyelesaian tanah bermasalah di
kawasan strategis seperti Kuta Selatan, yang nilai ekonominya tinggi
dan berada dalam zona pengembangan pariwisata. Selain itu,
keterbatasan sumber daya manusia pada level Kantor Pertanahan daerah
juga turut memperlambat efektivitas pelaksanaan kebijakan. Oleh
karena itu, diperlukan regulasi baru tentang kebijakan yang adil dan
solutif dalam menangani tanah telantar seperti pelepasan hak agar dapat

dikembalikan fungsinya untuk kepentingan masyarakat secara luas.
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2. Faktor utama yang melatarbelakangi terjadinya penertiban tanah
telantar atas nama PT Citra Lamtoro Gung Persada adalah
ketidakmampuan pemegang hak dalam mengelola seluruh luasan tanah
yang diberikan haknya oleh negara. Ketidakmampuan ini terbukti dari
tidak adanya pemanfaatan yang optimal dalam kurun waktu tertentu,
sebagaimana dibuktikan melalui terbitnya Surat Peringatan Ketiga dari
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali, yang
menunjukkan bahwa pemegang hak tidak merespons tahapan peringatan
sebelumnya dengan baik. Selain itu, adanya Surat Pernyataan Pelepasan
Hak atas sebagian bidang tanah yang ditandatangani langsung oleh
pihak PT Citra Lamtoro Gung Persada semakin memperkuat indikasi
bahwa perusahaan tersebut menyadari keterbatasannya dalam
melakukan pengelolaan secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan
bahwa pemberian hak atas tanah dalam skala besar tanpa strategi
pemanfaatan yang matang berisiko tinggi menimbulkan telantarnya
tanah, serta berpotensi merugikan kepentingan umum, khususnya dalam
konteks kawasan strategis seperti Kecamatan Kuta Selatan.

3. Kebijakan pelepasan hak atas tanah dalam analisis RIA, dari ketiga opsi
kebijakan pelepasan hak atas tanah, opsi ketiga merupakan pilihan
paling tepat untuk diterapkan. Opsi ini mampu mengintegrasikan
kepastian hukum, keadilan distribusi, keberlanjutan pelaksanaan, serta
memberikan preseden yang baik bagi kasus-kasus serupa di masa depan.
Meskipun memerlukan perumusan regulasi baru, manfaat jangka
panjang yang dihasilkan jauh lebih besar dibandingkan biaya
implementasinya. Dengan demikian, opsi ini paling sesuai dalam
mendukung efektivitas penertiban tanah telantar dan mewujudkan

Reforma Agraria yang adil, transparan, dan berkelanjutan.
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B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah di lakukan, maka saran

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.

Kebijakan mengenai pelepasan hak atas tanah hingga saat ini belum
diatur secara jelas dalam peraturan yang ada. Oleh karena itu,
berdasarkan hasil analisis, peneliti menyarankan agar kebijakan ini
perlu untuk di tambahkan ke dalam suatu regulasi tentang rangkaian
proses penertiban tanah telantar. Tahapan tersebut berupa kebijakan
pelepasan hak atas tanah. Tahapan ini dilakukannya sebelum penetapan
sebagai tanah telantar. Tahapan ini juga perlu disesuaikan dengan
kesediaan dan kemampuan pemegang hak dalam melepaskan hak atas
tanah yang dimilikinya.

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan kajian yang lebih
mendalam terkait penentuan besaran minimal luas tanah yang dapat
dilepaskan haknya. Hal ini penting untuk memberikan kejelasan dan
kepastian hukum dalam pelaksanaan kebijakan pelepasan hak atas
tanah, khususnya dalam rangka penertiban tanah telantar, sehingga

kebijakan tersebut dapat diterapkan secara jelas.

. Berdasarkan hasil analisis Regulatory Impact Assessment (RIA),

disimpulkan bahwa perlu adanya penyederhanaan prosedur dalam
proses pelepasan dan penertiban tanah telantar. Langkah ini bertujuan
untuk mempercepat pemanfaatan tanah secara optimal, mengurangi
hambatan administratif, serta mendukung tercapainya fungsi sosial
tanah dalam kerangka kebijakan pertanahan yang efektif.

Pemerintah juga disarankan menerapkan disinsentif yang konsisten,
seperti pajak progresif dan sanksi administratif, agar pemegang hak
memiliki motivasi kuat untuk menggunakan tanahnya secara produktif,

sebelum tindakan pelepasan hak menjadi solusi terakhir.
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